SALINAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2002
TENTANG

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
DAN KENDARAAN DI ATAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang — Undang Nomor 34 Tahun
2000, tentang Perubahan atas Undang — Undang No. 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah
ieniang Bea Balik Nama Kendaraan Bermoior perlu disesuaikan.

. ' b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian scbagaimana dimaksud huruf a
perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor dengan menambah pengaturan Pajak Bea Balik Nama
Kendaraan di Atas Air yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. /\

. Mengingat : 1. Undang — Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

! Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Talun 1950 ientang
Pembentukan Dacrah' Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64
Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 1103).

[

: . Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian
¥ ’ Sengketa Pajak ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
| lembaran Negara Nomor 3684 ).

- 3. Undang — Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
W‘ Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685).

4. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686 ). '

5. Undang — Undang Nomor 22 Talhun 1999 tentang Pemeriniahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839).

6. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72 Tambahan I embaran Negara Nomor 3848).

7. Undang - Undang ...




7. Undang — Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang
~ Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Dacrah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4138).

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan

' Peraturan Perundang — undangan, dan Bentuk Rancangan Undang -
- Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan
Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70)

10. Peraturan Dacrah Propinsi Sumatora Utara Nomor 3 Tabun 2001 tontang
Dinas — Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Daerah
Tahun 2001 Nomor 3 )

Dengan Persetujuan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

- Mengtapkan . PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA
- TENTANC BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN
KENDARAAN DI ATAS AIR.

BABI1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
~ Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a. Dacrah adalah Propinsi Sumatera Utara.
b. Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara,

 ¢. Kepala Dacrah adalah Gubernur Sumatera Utara,
d. Dinas Pendapatan Dacrah adalah Dinas Pendapatan Propinsi Sumatcra Utara.
<.

Pajak Daerah yang selanjutnya discbut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang
pribadi atau Badan kepada Dacrah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dipaksakan berdasarkan Peraturan per Undang-Undangan yang berlaku, yang digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintaban Dacrah dan Pembangunan Daerah.

[ Kendaraan ...




Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraaan beroda dua atau lebih beserta
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan
teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber
daya energi lerienty menjadi lenaga gerak kendaraan bermolor yang bersangkutan,
termasuk alat — alat berat dan alat — alat besar yang bergerak.

Kendaraan di Atas Air adalah semua kendaraan yang digerakkan olch peralatan teknik
berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suata sumber daya
encrgi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang
digunakan di atas air.

Penyerahan Kendaraan Bermotor dan/atau Kendaraan di Atas Air adalah penyerahan hak
ilik kendaraan bermotor dan/atau Kendaraan di Atas Air sebagai akibat perjanjian dua
pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar,
hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan kc dalam badan usaha.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang sclanjutnya
disebut Pajak adalah Pajak yang dipungut atas setiap penyerahan Kendaraan Bermotor
dan Kendaraan di Atas Air. :

Subjek Pajak adalah mahg pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.

Badan adalah sckumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perscroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Dacrah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana Pensiun, persckutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang
sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Waijib Pajak édalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
porundang-undangan porpajakan dacrah diwajibkan untuk mclakukan pcmbayaran pajak
yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 ( satu) Bulan Takwim
atau jangka waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak,
dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan
penmdang—undangan perpajakan daerah.

Tahun Pajak adalah jangka wakin yang lamanya sama dengan 1 (satu) tahun takwim
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
takwim.

Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kcgiatan mulai dari ponghimpunan data objck dan

subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang
digunakan olch Wajib Pajak untuk melaporkan perhilungan dan pembayaran Pajak yang
terutang menurut peraturan perundang — undangan perpajakan daerah.

s. Swurat...
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Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang
terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala
Dacrah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit
pajak, jumlah kekurangn pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan
jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT adalah surat ketctapan pajak yang mencntukan tambahan atas jumlah pajak
yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumnlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang lerulang atau tidak scharusnya terulang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat
ketetapan pajak yang mencntukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atan denda.

Isi silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin Kendaraan Bermotor
yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin.

‘Tahun pembuatan Kendaraan Bermotor dan Kenderaan di Atas Air adalah tahun
perakitan.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah nilai jual Kendaraan Bermotor dan Kenderaan di
Alas Air yang diperolch berdasarkan Harga Pasaran Umum alas sualu Kendaraan
Rermotor dan Kenderaan di Atas Air sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual
Kendaraan Bermotor dan Kenderaan di Atas Air yang berlaku.

Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh
pihak keliga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan ketentuan fertentu dalam
peraturan perundang - undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam surat Ketetapan
Pajak Dacrah, Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.

ff- Pemeriksaan ...
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. ff. Pemeriksaan adalah serangkaian kegjatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data
? dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
! Daerahdmmmkmiumlaindalammgkamlaksmkmkcmmmpermanpcrmdang
. - undangan perpajakan Daerah.

ge. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk
mencari serta mengmtxplﬂkmbuktiymgdenganbuktiimmembmttermgﬁndakpidm ’
dibidang perpajakan Dacrah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

BAB 1I

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pusal 2

' Dengan nama Bea Balik Nama Kendaraan DBermotor dan Kendaraan di Atas Air dipungut atas
' penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

Pasal 3

(1) Objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah
petiyerahan Kendaraan Bermotor dan penyerahan Kendaraan di Atas Air.

(2) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air meliputi :

a. KendmandiAtasAirdenganukmmisikowrkmangdaiZOM’mhnmgdmiGT 7.

b. Kendaraan di Atas Air yang digunakan untuk kepentingan penangkapan ikan dengan
mesin berkekuatan lebih besar dari 5 PK.

c. Kendaraan d¢i Atas Air untuk kepentingan pesiar perscorangan yang meliputi
yacht/plcasurc ship/sporty ship. :

d. Kendaraan di Atas Air untuk kepentingan angkutan perairan daratan.

' (3) Termasuk penyershan Kendaraan Bermotor dan atau Kendaraan di Atas Air scbagaimana
dimaksud dalam ayat(l)adalahpemasukaanndmaanBermotordecndaraandiAtzs
Air dari luar negeri untuk dipakai sccara lelap di Indonesia kecuali
a. Unmkdipakaisendhiolehorangpribadiyangbermghnm
b. Untuk diperdagangkan.
¢. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah Pabean Indonesia.
d. Digunakan untuk pameran, penclitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf

intcrnasional.

(4) Pengecualian scbagaimana dimaksud ayat (3) hurup c tidak berlaku apabila sclama 3 (tiga)
’talnmbem:mt - turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah Pabean Indonesia.

Pasal 4

Dikecualikan sebagai objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas
Air sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) adalah penyerahan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan
di Atas Air kepada : ‘

a. Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.

b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing, dan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas
¢. Pemerintah Kabupaten/Kota.

d. Orang pribadi/badan atas Kendaraan di Atas Air Perintis

Pasal § ...




Pasal §

Penguasaan Kendaraan Bermotor dan atau Kendaraan di Atas Air oleh orang pnbad: atau badaq
' yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari dua l{clas bulan dlax}g.gap scbaga
penyerahan Kendaraan Bermotor dan atau Kendaraan di Atas Air dalam hak milik, })ada saat
lampaunya dua belas bulan dihitung sejak saat penguasaan, kecuali jika penguasaan itu adalah
 akibat dari perjanjian sewa termasuk leasing, sewa beli dan akibat jabatannya.

Pasal 6

(1) Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah orang
' pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor dan atau
Kendaraan di Atas Air.

(2) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah orang
pribadi atau badan yang mcncrima penycrahan kendaraan bermotor dan atau Kcndaraan di
Atas Air. :

(3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak adalah : ,

a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.
b. Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

BABIII

'DASAR PENGENAAN, TARIP PAJAK DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

| (1) Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah
‘ Nilai Jual Kendaraan Bermotor atau Nilai Jual Kendaraan di Atas Air.

(2) Nilai Jual Kcndaraan Bermotor dan Kondaraan di Atas Air scbagaimana dimaksud dalam
pasal ini adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang tercantum
dalam Tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteni
Keuangan.

Pasal 8

' (1) Dalam hal dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

' belum tercantum dalam tabel scbagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), Kepala Daerah
menetapkan dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas
Air dimaksud, dan memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

(2) Tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 7 ditinjau kembali setiap tahun.
Pasal 9
' (1) Tarip Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air adalah :

a. Untuk penycrahan pertama ditctapkan scbesar 5 % (lima persen).
b. Untuk penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1% (satu persen).

¢. Untuk penyerahan Kendaraan di Atas Air karena warisan ditetapkan sebesar 0,1% (nol
koma satu persen). ‘

(2) Tarip Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar :
1. Penyerahan Pertama.
a. 10 % (sepuluh persen) untuk Kendaraan Bermotor Bukan Umum.
b. 10 % (sepuluh persen) untuk Kendaraan Bermotor Umum.

¢. 3 % (tiga persen) urituk Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat — Alat Besar.
2. Penyerahan ...




2. Penyerahan Kedua dan selanjutnya adalah

a. 1 %(satupersen)unkaendmachrmotorBukanUmmn.

b. 1 %(saﬂlpcrscn)untuchndan'mBmotorUmm

¢. 0,3 % (nol koma tiga persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat Berat dan Desar.
3. Penyerahan karena warisan adalah

a. 0,1 % (nol koma satu persen ) untuk Kendaraan Bermotor Bukan Umum.

b. 0,1 % ( nol koma satu persen ) untuk Kendaraan Bermotor Umum.

¢. 0,03 % ( nol koma nol tiga persen ) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat Berat dan
Besar. ’

Pagal 10

(1) Pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), 2),
dengan dasar pengenaan Pajak Bea Balik Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8.

(2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang terutang dipungut di
! wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermator atau Kendaraan di Atas Air didaftarkan.

Pasal 11

Orang pribadi atan Badan yang mcnycrahkan Kendaraan Bormotor dan Kendaraan di Atas Air
- wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah atas terjadinya penyerahan hak milik
' tersebut selambat-lambatmya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan Kendaraan Bermotor
dan Kendaraan di Atas Air.

BABIV
WILAY AH PEMUNGUTAN
7 Pasal 12
(1) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dipungut di wilayah
Daerah Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air didaftarkan. '

' (2) Apabila terjadi pemindahan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dari san
Daerah ke Dacrah lain, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus memperlibatkan bukti
pelunasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air di Daerah

asalnya berupa surat keterangan fiskal antar Dacrah. '

(3) Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air merupakan
satu kesatuan dengan pengurusan adminisirasi Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas
Air lainmya. ‘

BABYV
SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 13

(1) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air wajib
mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dan atau Kendaraan di Atas Air dengan
mengisi SPTPD dalam jangka wakiu paling lambat 30 (tiga pulvh) hari sejak saat
penyerahan ( untuk kendaraan bekas ) sedang untuk penyerahan Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan di Atas Air yang baru dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak penryerahan.

(2) SPTPD ...
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(2) SPIPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diis dehgan jelas, benar dan lengkap

" serta ditanda tangani olch Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa.olehnya.

Pasal 14
(1) SPTPD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. Nama dan alamat lengkap pemilik.

b. Tanggal penyerahan.
¢. Jenis, merek, isi silinder, tabun pembuatan, warna, nomor rangka, nomor mesin.

(2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Kepala Daerah berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

RAR VI
. KETETAPAN PAJAK
Pasal 15

. - (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) pajak ditetapkan dengan
menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

" (2) Bentuk isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Kepala Dacrah berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat
menerbitkan. ‘

a. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar dalam hal :

1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar. ’
2) Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Dacrah tidak disampaikan kepada Kepala Dacrah
: dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur sccara tertulis.
‘ ] 3) Apabila kewajiban mengisi Surat Pemberiiahuan Pajak Daerah tidak dipenuhi, pajak
' yang terutang dihitung secara jabatan.

b. Surat Keictapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan apabila ditemukan data baru dan
atau data yang scooula belum terangkap yang menycbabkan penambahan jumlah pajak
yang terutang.

¢. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya
dengan jumiah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

' (2) Jumiah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung
sejak saat terutangnya pajak. '

) Jumiah ...
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(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang :!33}’31:
Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan scbesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar scbagaimana

| dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan

" sebesar 25 % (dua puluh lima) dari pokok pajak ditambah sanksi adminisirasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) schulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya
pajak. :

Pasal 17
/(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat ‘l'agihan Pajak Daerah apabila :
 a Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. |

b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terdapat kekurangan pembayaran
schagai akibat salah tulis dan atau salah hitung,

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Dacrah sebagaimana

. dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa
bunga scbesar 2% (dua perscn) sctiap bulan untuk paling lama 15 (lima bclas) bulan scjak
saat terutangnya pajak. '

' (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo dikenakan

" sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, ditagih melalsi Surat
Tagihan Pajak Dacrah. :

. (4) Bentuk, isi dan ‘I'ata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Kepala Dacrah berpedoman

| kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB VI ‘ :
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

; Pasal 18
~ (1) Pajak yang terutang harus dilunasi sckaligus.
i (2) Kepala Dacrah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan

dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda
pembayumPajakdcngmdikmkmbmgaz%(dtzapemm)sebnm
(3) Tata cara Pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan
, pembayaran pajak ditetapkan oleh Kepala Dacrah
- (4) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
' Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak ataun kurang
dibayar olch wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

(5) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(6) Dalam rangka kegiatan pemungutan pajak dapat diberikan biaya pemmngutan sebesar
5 % ( lima persen )

- (7) Pedoman tentang alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)
ditctapkan dengan Kepulusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan  Menteri
Keuangan. _

BAB VIII ...
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BAB VIII

PEMZBET(IIAN, PEMBATALAN, PENCURANCAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
~ SANKSI ADMINISTRASI E

Pasal 19

| 1) KepalaDaerahkmtmjabatan atau atas permohonan wajib pagakdapatmembemlkm SKPD
" atay SKPDKB atau SKPDKBT atau STP'D yang dalam pcncrbitannya terdapat kesalaban
tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan
perpajakan dacrah. :

e
® %()

b.

Mengmmgkanataumengbapuskmsmksiadminismibempab\mga,denda,dm
kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya.

McngmmgkanalaUmcmbatalkankeletapmpajakyangﬁdakbmar.

Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan
Kepala Dacrah.

BABIX
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 20

- Kcpala Dacrah dapat momberikan keringanan, pengurangan dan pombcbasan Bea Balik Nama
- Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

Pasal 21

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ditctapkan oleh Kepala Daerah.

X0

BABX
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang
ditunjuk atas suatu :

a.

Mmoo ofaoe o

Surat Kctctapan Pajak Dacrah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan.

Surat Ketelapan Pajak Dacrah 1.¢bih Bayar.

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil.

Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan perundang — undangan
perpajakan daerah yang berlaku.

(2) Permohonan ...
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(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia, paling lama (3) bulan scjak tanggal SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima Wajib Pajak, dengan alasan yang jelas kecuali
apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ity tidak dapat dipenuli karena

~ keadaan di huar kekuasaannya.

'(3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditonjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)

" bulan scjak tanggal surat permohonan keberatan scbagaimana dimaksud pada ayat (2)

| diterima, sudah memberikan keputusan.

:(4) Apabila setelah waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala

" Dacrah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan
i tikabull

'(5) Pengajuan keberatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban
membayar pajak.

Pasal 23

(1) Wajib Pajak dapatgmengajukm banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam
jangka waklu 3 (tiga) bulan seielah diterimanya keputusan keberatan.

E(2) Pengajuan banding secbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban

membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

! Pasal 24

- Apabila pengajuan keﬁcratan atau permohonan banding dikabulkan scbagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua
. persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BABXI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mcngajukan pcrmohonan pengombalian kelobihan pombayaran pajak
! kepada Kepala Daerah.

' (2) Kepala Dacrah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua bolas) bulan scjak diterimanya
f permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling
lama 1 (satu) bulan.

| - (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak

sebagaimmmdinmkwdpadaayat(Z)Pasalinilmgsmgdipmhiumgkmmmkmhmasi
; terlebih dahuln utang pajak dimaksud.

~ (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan
scjak diterbitkannya SPKDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan
Pajak (SPMKP).

(6) Apabila ...
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{6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewaf waktu 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk member?kan
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) scbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
pajak. : |

i Pasal 26

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang papk lainnya, sebagmmana
dalam pasal 25 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti
pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
l BAB X1

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK

\ Pasal 27
Hasil Penerimaan Pajak scbagai berikut :
(1) Untuk Daerah scbesar 70% (tujuh puluh persen).

(2) Untuk Daerah Kahupaten / Kota di wilayah Daerah memperoleh 30% (tiga puluh persen),
dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi Daerah Kabupaten / Kota yang
! beamiuanmmkpemeramankemamumkeuangmanmrDaerahKabupleota.

(3) Persentase Penerimaan pajak untuk Kabupaten/Kota scbagaimana pada butir (2) diatas untuk
aspck pemcrataan dan potensi akan diatur Icbih lanjut olch Kcpala Dacrah .
| BAB XIII
KADALUWARSA

! Pasal 28

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa sctelah melampaui jangka wakm 5
(lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah. .

' (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;

b. AdapmgakummmgpajakdmiWajibPajakbaiklmgs\mgmmmﬁdaklmgsmg.

BAB XTIV
KETENTUAN PIDANA

VPasa129

' (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPIPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar schingga
merugikan keuangan Dacrah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumiah pajak yang terutang,

' (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak
benar atau tidak lengkap atan melampirkan keterangan yang tidak benar schingga merugikan
kenangan dacrah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atan

. denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasdal 30 ...
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Tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam pasal 29 tidak dituniul seiclah melampaui jangka
waktu 10 ( sepuluh ) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya Masa Pajak atan

berakhirmya Bagian Tahun Pajak atau berakhirya Tahun Pajak.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil terfentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang — undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.

: (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atan laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
kcbenaran porbuatan yang dilakukan schubungan dongan tindak pidana pcrpajakan
daerah tersebut. ‘

c. Menerhnaketetmgandanbahmbukﬁdmimmgpribadiatmbadansehubmgmdenyn
tindak pidana di bidang perpajakan daerah. ‘

d. Mocncrima buku-buku, catatan-catatan dan dokumcn-dokumcn lain yang berkcenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan dacrah.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan daerah. :

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang (meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang
dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e).

h. Memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.

i Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi. ‘

j- Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang periu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mcmbcritahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia, scsuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

13.
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BAB XV1
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

(1) Permumgutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air diberlakukan yang objcknya atas
Kendaraan di Atas Air scbagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, ¢ dan d. Peraturan
Daerah int.

(2) Kendaraan di Atas Alf yang mompergunakan ukuran isi kotor karang dari 20 M? atau kurang
dari G177 bcbdg,almana diatar pada pasal 3 ayat (2) huruf a. Peraturan Dacrah ini, scpanjang
bohum diatur mengenai objck Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air ukuran GT 7

sampat dengan GT 34, pemungutan pajaknya belum dapat dilaksanakan.

(3) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air scbagaimana dimaksud dalam ayat (2)
pasal ini, scpanjang telah diatur mengenat ukuran G'1' 7 sampai dengan G1. 34, pemungutan
PPajak int dapat diberlakukan termasuk GT. 7 sampai dengan GT 34.

BAB XVil
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
‘ ' H{'gl— hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya
diictapian olch Kepala Daerah.
Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah
Propinsi Sumatcra Utara Nomor 30 Seri A Nomor 2 ‘L'ahun 1998) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35
i Peraiuran Dacrah ini berfaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya sctiap orang mengetahuinyva, memerintahkan pengundangan Peraturan Dacerah ini
dengan pencrapatannya dalam Lembaran Dacrah Propinsi Sumatera Ulara.

Disabkan di Mecdan
. pada tanggal 30 Juli 2002

GUBERNUR SUMATERA UTARA

dto
1. RIZAL NURDIN
Diundangkan di Medan
pada tanggal ..2.~..9..=..2002
SERKRETARIS Lu.\ IR AH PROPINSI

Drrs. AVIRYY
PEMBINA

NIP. 40(

L‘B

.............
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= PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2002
| TENTANG
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOT OR DAN
KENDARAAN DI ATAS AIR

1 Umum

Bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang - Undang Nomor 25 Tabun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daecrah, Penyclenggaraan Pemerintah Dacrah dilakukan
dengan memberikan kewenangan yang lebih Tuas, nyata dan bertanggung jawab kepada
Daerah.
; Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu menekankan prinsip - prinsip demokrasi,
. i peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan dan akuntabilitas serta memperhatikan
potensi dan keanckaragaman Daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber
Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah
dan pembangunan Dacrah untuk memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas,
nyata dan bertanggung jawab. '
Untuk ini semua, Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah disesuaikan mengikuti perkembangan keadaan dengan keluarnya Undang -
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan, maka telah ditetapkan Peraturan
 Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Dacrah scbagai pengganti Peraturan
. | Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.
Scjalan dengan hal tersebut, maka pengaturan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor scbagaimana diatur dalam Perda Nomor 10 Tabun 1998 tentang Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor periu disesuaikan dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000,
dan Peraturan Pemerintah yang baru schingga amanat dari Undang - Undang dan Peraturan
Pemerintah t:ersebl;t untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, peningkatan pelayanan
kepada masyarakat serta peningkatan Pendapatan Asli Dacrah dapat diwujudkan.
Ketentuan mengenai Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor disatukan menjadi satu Perda, disamping guna memperoleh efisiensi
kerja juga dikarenakan terdapat persamaan ketentuan - ketentuan yang mengatur
pelaksanaan kedug jenis Pajak im

‘ll. Pasal demi Pasal ...
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IL Pasal demi Pasal

Pasal 1 hurufa
s/d gg

Pasal 2

Pasal 3
ayat 1
ayat 2
ayat 3
ayat 4

Pasal 4
Huruf a

Huruf b

Pasal §
Pasal 6
ayat 1

ayat2

ayat 3
Pasal 7

Pasal 8

ayat 1

1 Cukup jclas.
. Cukup jelas.

:  Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas
: Cukup jelas

: Penyerahan Kendaraan Bermotor dan kendaraan di Atas Air

kepada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Dacrah,
tidak dikecualikan sebagai Objek Pajak Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

Penycrahan kepada Pemerintah Pusat, Daerah, dan
Kabuaten/Kota hanya dilakukan jika pembelian dan biaya
pemeliharaan Kendaraan Bermotor dibiayai dengan anggaran
APBN/APBD.

: Ketentuan tentang pengecualian pengenaan BBN-KB bagi

Perwakilan Lembaga - Lembaga Internasional berpedoman
kepada Keputusan Menteri Keuangan.

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Wajib Pajak perseorangan atau Badan yang menerima

penyerahan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
bertanggung jawab atas pajak BBN apabila si-pemilik
sebelumnya ( menyerahkan Kendaraan Bermotor ) belum
melakukan Balik Nama.

: Cukup jelas
: Nilai Jual Kendaraan di Atas Air termasuk didalamnya Nilai

Jual Mesin Penggerak.

: Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan

Kendaraan di Atas Air adalah Nilai Jual yang di peroleh
berdasarkan Harga Pasaran Umum Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan di Atas Air, dan apabila tidak diketahui maka Nilai
Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan faktor —
faktor :

a. Isi silinder ...
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‘Ayat 2

Pasal 9

Pasal 10 wd 26
Pasal 27

Pasal 28 s/d 31

]{’asal 32

Pasal 33 s/d 35

Isi silinder dan atau satuan daya.

Penggunaan Kendaraan Bermotor.

Jenis Kendaraan Bermotor.

Merek Kendaraan Bermoior.

Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor.

Berat Total Kendaraan DBermotor dan banyaknya
penumpang yang di izinkan

¢. Dukumen Impor untuk jenis Kendaraan Bermotor tertentu.

poop o

Sedang untuk Kendaraan di Atas Air ditentukan berdasarkan
faktor - faktor :

Penggunaan Kendaraan di Atas Air.

Jenis Kendaraan di Atas Air.

Morck Kendaraan di Atas Air.

‘I'ahun Pembuatan atau renovasi Kendaraan di Atas Air.

Isi kotor Kendaraan di Atas Air.

Banyaknya penumpang atau berat muatan maksimum yang
g Dokumen mpor untuk jenis Kendaraan di Alas Air lerientu.

Mmoo o o p

Faktor - faktor dalam ayat ini tidak harus semuanya
dipergunakan dalam menghitung Nilai Jual Kendaraan
Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

Cukup Jelas

Penyerahan atas kendaraan bermotor  dan kendaraan di atas
air bekas pakai yang di  import langsung dianggap penyerahan
pertama.

Penyerahan kendaran bermotor dan Kendaraan di Atas Air
yang dikecualikan dari objek BBN dianggap telah pernah
membayar BBN-KB schingga untuk penyerahan selanjutnya
dikenakan tarif untuk penyerahan kedua dst. (1 %)

Cukup Jelas

Pembagian Hasil Pencrimaan Pajak diperhitungkan dari realisasi
penerimaan setelah dikurangi biaya pemungutan.

Cukup jelas

Pengaturan mengenai ukuran Kendaraan di Atas Air dengan GT
yang menjadi Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air
ditetapkan dalam P.P. Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Dacrah pada Pasal 8 ayat (2) huruf a, scdangkan ukuran GT 7
sampai dengan GG'1' 34 sama sekali tidak ada diatur.

Cukup jelas.
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